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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral
dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1

11

111

1v

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual
yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan
informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
hanya untuk kepentingan  penelitian ilmu
pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali
pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga
Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

118

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa

1zin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d,
huruf {, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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BAB 1

PENDAHULUAN

Hukum Ketenagakerjaan dalam Cipta Kerja

Ketenagakerjaan = merupakan  segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama, dan sesudah masa kerja. Dahulu muatan pokok
pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan), namun
saat ini telah lahir aturan baru, yakni UU No. 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta
Kerja) yang memberi beberapa perubahan (dalam arti
penambahan dan pengurangan formulasi pasal) secara
parsial terhadap masalah ketenagakerjaan . UU Cipta
Kerja sewaktu itu sebagai rancangan undang-undang
usulan pemerintah mulai perjalanannya pertama kali
sejak 17 Desember 2019, dan ditetapkan menjadi
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
pada tanggal 02 November 2020, setelahnya dikatakan
menyalahi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja
harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun.
Setelahnya  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2

1



BAB 2

HUKUM KETENAGAKERJAAN
DAN CIPTA KERJA

Hukum Ketenagakerjaan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
tenaga keria selalu berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman. Salah satu hal yang
mempengaruhinya adalah meningkatnya perdagangan
dan industri yang tumbuh dalam masyarakat. Para
pekerja yang semula bekeria di sektor pertanian, mulai
bergeser ke sektor industri yang tumbuh secara pesat
dengan berdirinya berbagai perusahaanperusahaan yang

membutuhkan tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan dapat dilihat dari sebelum
terjadi hubungan kerja, artinya seseorang akan mencari
pekerjaan atau calon tenaga kerja. Calon tenaga kerja
dapat dikatakan sebagai pengangguran, yang berarti
belum mendapatkan pekerjaan di dalam maupun di luar
negeri dengan tujuan untuk meningkatkan taraf
hidupnya. Penyedian lapangan pekerjaan merupakan
salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27

ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak atas



BAB 3

KONSEP KEBIJAKAN KRIMINAL

Konsep Sistem Pemidanaan Substantif
SUBSTANTIVE SENTENCING SYSTEM
SYSTEM OF PUNISHMENT

STATUTORY RULES

O\

ATURAN UMUM ATURAN KHUSUS (Spesial Rules)

(General Riiles) Buku II KUHP | Buku III KUHP

(kejahatan) (pelanggaran)
Buku T KUHP Pasal 104-488 | Pasal 489-569
(Pasal 1 - 103) UU di luar KUHP

Gambar 1 Barda Nawawi Arief,

Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indnesia,
(Semarang: Pustaka Magister, 2014, h.3)

Pada konsep ini akan melihat hukum pidana dalam
bangunan yang substansial dalam arti memaknai hukum
pidana dari perspektif hukum pidana materiil. Pada
konsep ini system pemidaan yang substantive dibagi
kepada dua kategori yakni aturan umum (general rules)
dan aturan khusus (special rules). Ketentuan pidana

terkait ketenagakerjaan dalam UU Clpta kerja akan dilihat
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BAB 4

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Kebijakan Kriminal dalam Formulasi Ketentuan
Pidana Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Secara teoritis, penempatan bidang hukum
ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional Indonesia
dapat dibagi menjadi tiga bidang, yakni administrasi,
perdata, dan pidana. Namun, dalam praktiknya, ketiga
bidang ini harus dijalankan secara bersamaan karena
saling terkait. Hubungan hukum antara pekerja atau
buruh dengan pengusaha termasuk dalam ranah
hukum perdata. Namun, selama proses mulai dari
pembuatan kontrak, pelaksanaan, hingga berakhirnya
hubungan tersebut, pemerintah turut mengawasi dalam
rangka menjalankan tiga fungsi utamanya. Apabila
terjadi pelanggaran selama proses-proses ini yang tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sanksi pidana
dapat diberlakukan. Tindak pidana ketenagakerjaan

merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan hukum

51



BAB S

PENUTUP

Perubahan beberapa pasal dalam UU ketenagakerjaan
melalui UU Cipta Kerja mencakup pada beberapa
ketentuan yang beberapa menghapus pasal ketentuan
pidana dan beberapa merubah unsur pidana, dan adapula
yang memunculkan norma baru dalam masalah tindak

pidana ketenagakerjaan.

Pada beberapa kampus yang diteliti menunjukkan bahwa
tidak pernah ada sosialisasi yng dilakukan pembentuk UU
ke lingkungan kampus sebagai bentuk perancangan
peraturan perundang-undangan, hanya pembentukan
peraturan daerah yang disosialisasikan di kampus dan

hanya beberapa kali.

Pemerintah pusat diharapkan melakukan sosialisasi dan
jajak pendapat di daerah khususnya pada tiap perguruan
tinggl agar dapat disebarluaskan melalui fungsi

pengabdian kepada masyarakat kampus

Kampus harus lebih aktif mempertanyakan kebijakan
pembentukan peraturan perundang-undangan kepada
pemerintah agar terbangun hubungan check and balance

anrara pemerintah dan perguruan tinggi.
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